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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk pertanggung 

jawaban atas kegagalan maupun keberhasilan kinerja dari suatu instansi yang dengan 

proses penyusunannya harus dilakukan secara akurat, objektif, jujur, dan bersifat 

transparan. 

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ada 

beberapa tahap, yaitu : 

1. Menyiapkan Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja terdiri dari : 

a) Menyiapkan rencana strategis 

b) Menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan 

c) Menyiapkan Penetapan Kinerja 

2. Menyiapkan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja terdiri dari : 

a) Menyiapkan pengukuran pencapian kinerja 

b) Melakukan evaluasi kinerja 

c) Melakukan analisis akuntabilitas 

d) Menyajikan akuntabilitas keuangan 

 

5.2 Saran  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Padang Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan 

LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 
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Presiden  Nomor  29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang 

sebagai realisasi dari program tahun 2024. 

Pencapaian indikator kinerja  Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang yang 

dituangkan dalam Renstra tahun 2019-2024 yang merupakan tanggung jawab Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Padang dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. 

Pembangunan tersebut merupakan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. 
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